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RINGKASAN 

Rif’an Yusuf Saifulloh, NPM 21801091140, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Islam Malang, Kualitas Pelayanan Dalam Perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi Kendaraan Bermotor (C) Terhadap Kepuasan Masyarakat di Satuan 

Penyelenggaraan Administrasi Surat Izin Mengemudi Kota Malang. Dosen Pembimbing I 

Prof. H. M. Mas'ud Said., MM., Ph.D, Dosen Pembimbing II Dr. Sunariyanto, S.Sos.,M.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan dalam 

perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C serta pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat 

di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Kota Malang. Pelayanan publik merupakan 

aspek penting dalam pemerintahan yang harus diberikan dengan prima dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Temuan penelitian mengidentifikasi lima indikator uatama yakni  bukti langsung, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati yang menunjukkan bahwa  kualitas pelayanan 

dalam perpanjangan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor (C) dalam kepuasan 

masyarakat di Satuan Penyelenggaraan Administrasi Surat Izin Mengemudi Kota Malang telah 

berjalan dengan baik.  Kemudian upaya pelayanan juga dinilai baik karena memnuhi 3 indikator 

yang mana Satpas Kota Malang telah melaksanakan pemenuhan sistem keluhan dan saran yang 

dilakukan memlalui berbagai saluran seperti kotak saran di area pelayanan, call center, WA Bot 

Simpati, serta media sosial resmi seperti Instagram dan Facebook yang dapat mudah diakses oleh 

masayarakat. Kemudian survei periodik yang dilakukan dengan  berbagai metode, seperti 

kuesioner manual, kotak saran, media sosial, dan formulir digital, yang memungkinkan 

masyarakat memberikan umpan balik secara mudah dan beragam. Yang terakhir ialah  Satpas 

Kota Malang telah menerapkan analisis pralayanan secara rutin melalui evaluasi internal dan 

survei kepuasan masyarakat guna mengidentifikasi serta mengatasi hambatan pelayanan sejak 

dini. 

Adapun faktor pendukung dan  faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan yang 

masih menjadi catatan penting. Faktor pendukung terdiri dari : kesadaran masyarakat akan 

pentinya SIM, Fasilitas yang memadai, dan kualitas sumber daya Satpas yang mempuni. 

Sedangkan faktor penghambatnya ialah kondisi antrian yang kurang kondusif, yang 

menyebabkan lamanya waktu tunggu dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kondisi ini 

diperparah dengan adanya praktik percaloan, yang muncul akibat ketidakefisienan sistem 

pelayanan serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat 

Kata Kunci  :  Kualitas Pelayanan,  Kepuasan Masyarakat, Faktor Pendukung dan 

Penghambat
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SUMMARY 

Rif’an Yusuf Saifulloh, NPM 21801091140, Public Administration Study Program, Faculty of 

Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Service Quality in the Extension of 

Motor Vehicle Driving License (C) Regarding Public Satisfaction at the Malang City Driving 

License Administration Service Unit. Supervisor I Prof. H. M. Mas'ud Said., MM., Ph.D, 

Supervisor II Dr. Sunariyanto, S.Sos.,M.  

This study aims to describe and analyze the quality of service in the extension of the C 

Driving License (SIM) and its influence on public satisfaction at the Malang City Driving License 

Administration Service Unit (Satpas). Public service is an important aspect in government that 

must be provided optimally and oriented to the needs of the community. This study uses a 

descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, 

interviews, and documentation. The research findings identified five main indicators, namely 

direct evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy which indicate that the 

quality of service in the extension of Motor Vehicle Driving Licenses (C) in public satisfaction at 

the Malang City Driving License Administration Unit has been running well. Then the service 

efforts were also considered good because they met 3 indicators in which the Malang City Satpas 

had implemented the fulfillment of the complaint and suggestion system which was carried out 

through various channels such as suggestion boxes in the service area, call centers, WA Bot 

Simpati, and official social media such as Instagram and Facebook which can be easily accessed 

by the public. Then periodic surveys were carried out using various methods, such as manual 

questionnaires, suggestion boxes, social media, and digital forms, which allowed the public to 

provide feedback easily and in a variety of ways. The last is that the Malang City Satpas has 

implemented routine pre-service analysis through internal evaluations and public satisfaction 

surveys in order to identify and overcome service obstacles early on. The supporting factors and 

inhibiting factors in the implementation of services are still important notes. Supporting factors 

consist of: public awareness of the importance of SIM, adequate facilities, and the quality of 

qualified Satpas resources. Meanwhile, the inhibiting factor is the less conducive queue 

conditions, which cause long waiting times and inconvenience for the community. This condition 

is exacerbated by the existence of brokering practices, which arise due to the inefficiency of the 

service system and the low legal awareness of some people 

Keywords: Service Quality, Community Satisfaction, Supporting and Inhibiting Factors  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara sebagai organisasi publik pada dasarnya dibentuk untuk 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat (Arliman, 2018). Pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan 

administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan 

yang baik dalam pemerintahan sesuai dengan standar yang ditetapkan.  

Pelayanan publik sudah menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan 

pemerintahan suatu negara. Hal ini dikarenakan pelayanan publik bukan hanya 

dianggap sebagai aktivitas sambilan saja tanpa payung hukum, gaji dan jaminan 

sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada 

masa lalu. Akan tetapi pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) 

keperluan masyarakat yang menjadi hak mereka sebagai warga negara yang wajib 

diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan.  

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan elemen krusial dalam 

mendukung kelangsungan operasional pemerintahan, baik di tingkat nasional 



2 
 

maupun daerah. Isu ini masih menjadi pembahasan utama di lingkungan birokrasi, 

khususnya terkait upaya mewujudkan layanan yang sesuai dengan ekspektasi 

pemerintah dan masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

pelayanan publik mencakup aparatur pemerintah pusat muapun daerah serta Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kewenangan dalam menyediakan 

layanan kepada masyarakat. Sementara itu, yang disebut sebagai penerima layanan 

publik adalah individu, kelompok masyarakat, atau entitas hukum yang memiliki 

hak untuk menerima dan kewajiban terhadap layanan yang diberikan (Muniman, 

Said, & Sekarsari, 2022:95). Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin 

keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan 

pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan 

publik. Pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi birokrasi instansi 

karena pelayanan publik adalah ruang dimana masyarakat dan aparatur Negara 

berinteraksi secara langsung dengan masyarakat (Siagian, 2012).  

“Selama ini pelayanan administrasi menjadi terkesan lambat dan tidak 

efektif karena tidak adanya koordinasi pengawasan dan pendelegasian tugas 

yang akurat. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada etika dan 

prinsip-prinsip profesionalisme seperti akuntabel, efisiensi, efektivitas, 

netralitas, integritas, dan keadilan bagi semua penerima 

pelayanan.”(Gusriani, Uci. 2015:5-7) 

 Pelayanan publik oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. 

Perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi alasan adanya 

reformasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Hal ini juga 
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diikuti dengan adanya tuntutan good governance dari berbagai pihak. Munculnya 

pelayanan yang harus menyesuaikan dengan perkembangan serta lingkungan yang 

berubah sangat cepat menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama. Sejak 

diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi perbincangan yang 

kian menarik. “Otonomi Daerah merupakan suatu kesempatan bagi daerah untuk 

mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Dengan 

segala kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur dalam peraturan yang 

berlaku, daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut 

secara optimal dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah.” (Abdul, 2017:3). 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 negara wajib melayani 

setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya dalam 

rangka pelayanan umum. “Pelaksanaan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat membuat kekecewaan masyarakat. Selain itu, kualitas 

pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan berdampak kepada kepuasan publik 

terhadap penyelenggara pelayanan.” (Undang-Undang No. 25 Tahun. 2005). 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Malang Jumlah penduduk dari 

hasil sensus per September 2020, tercatat sebanyak 843.810 jiwa. Rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk di Kota Malang mulai 2010 hingga 2020 mengalami laju 

pertumbuhan sebesar 0,27 persen pertahunnya. Lebih lanjut disampaikan, jika dari 
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jumlah 843.810 jiwa ini, merupakan hasil penambahan atau peningkatan sebanyak 

23.567 jiwa. Di mana pada hasil sensus 2010, tercatat hasil sebanyak 820.243 jiwa. 

Pelayanan Pembuatan SIM C merupakan pelayanan publik yang 

dibutuhkan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian 

masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM) C. Menurut pasal 77 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Surat Izin 

Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh 

Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat 

jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan 

kendaraan bermotor.   

Dalam pemberian para pemohon SIM C baru di Kantor Satpas  

menjalankan dan melakasanakan prosedur dan tahapan pembuatan SIM C dengan 

kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seiring dengan berkembangnya 

kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani, dan kewajiban 

pemerintah untuk memberikan pelayanan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi 

daerah, peluang untuk mengembangkan pelayanan publik yang tepat sasaran perlu 

mendapatkan perhatian yang serius. Seiring dengan meningkatnya mobilitas 

penduduk dan meningkatnya pengguna jalan kebutuhan untuk memiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM) pun kian hari semakin meningkat. Dimana pemberian 

pelayanan administrasi maupun lalu lintas, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan buku Pemilik Kendaraan 



5 
 

Bermotor (BPKB) berorientasi pada prinsip yang cepat dan mudah dengan tidak 

mengabaikan identifikasi dan perpanjangan surat. Sehingga Satpas Kota Malang 

memiliki kebijakan untuk meningkatkan pelayanan pembuatan SIM C di antaranya 

adalah pembaharuan terhadap sarana dan prasarana/ infrastruktur juga merupakan 

kebijakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Memberikan 

keringanan prosedur terhadap pemohon SIM C yang buta huruf, yang diakibatkan 

pendidikan yang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan pemberian kesempatan 

kepada masyarakat pemohon SIM C untuk dapat belajar membaca selama 2 bulan 

Ini dilakukan agar masyarakat dapat memiliki SIM C secara mudah mengingat 

ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan roda dua yang sangat besar.  

Berikutnya adanya program SIM keliling kepada masyarakat pemohon, 

bertujuan agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan terutama 

bagi yang tidak sempat ke instansi dan yang letak rumahnya jauh dari instansi. Ada 

juga pensosialisasian program-program instansi unit SIM Polres Malang, 

dibuktikan dengan dilakukannya sosialisasi di sekolah-sekolah dan instansi lain 

bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang informasi yang akan 

diberikan instansi.  

Pada pelaksanaannya, pembaruan kebijakan dan program yang dilakukan 

oleh Satpas Kota Malang tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut dibuktikan 

dengan hasil wawancara yang telah penulis simpulkan bahwa dimana pelayanan 

SIM Satpas Malang mengalami masalah dalam mengurus perpanjangan Surat Izin 
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Mengemudi (SIM) seperti proses yang tidak praktis seperti contoh “ini mas saya 

datang dari jam 8 pagi lalu dilempar – lempar disuruh Tanya ke bapak ini terus 

bapak ini sangat ribet mas, Urusan yang seharusnya mudah menjadi rumit karena 

orang harus menunggu keputusan dan enggan menyisihkan waktu untuk urusan 

penting ini.” (Sumber: Narasumber Kale, 2 Agustus 2022, Pukul 10.00). 

Alasan untuk meningkatkan pelayanan pembuatan atau perpanjangan SIM 

C di Polres Satpas Malang yakni masyarakat pemohon perpanjangan SIM C 

menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan tidak sulit, dengan hal 

ini seharusnya instansi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan 

pelayanan publik yang baik. Faktor instansi, yakni memulihkan citra Instansi unit 

SIM Polres Malang bahwa instansi tidaklah menyelengarakan pelayanan yang 

berbelit-belit seperti anggapan masyarakat akan tetapi telah melakukan perbaikan 

dengan pemberian pelayanan yang maksimal dan bersahabat. “faktor Pendukung 

peningkatan pelayanan pembuatan SIM C di Polres Satpas Malang, adalah petugas 

berkualitas hal ini dibuktikan dengan lamanya masa kerja mereka dan seringnya 

mereka mengikuti seminar-seminar dan pendidikan tentang pelayanan publik” 

(Vendi, 2015:4). 

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang 

berkualitas, prosedur jelas, waktu ringkas dan biaya pantas terus meningkat dari 

waktu ke waktu. Tuntutan ini berkembang Berdasarkan wawancara yang telah 

penulis simpulkan bahwa dimana pelayanan SIM Satpas Malang mengalami 
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masalah dalam mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) seperti 

proses yang tidak praktis seperti contoh “ini mas saya datang dari jam 8 pagi lalu 

dilempar – lempar disuruh Tanya ke bapak ini terus bapak ini sangat ribet mas” 

Urusan yang seharusnya mudah menjadi rumit karena orang harus menunggu 

keputusan dan enggan menyisihkan waktu untuk urusan penting ini. (Sumber: 

Wawancara Kale, 2 Agustus 2022, Pukul 10.00). 

Masyarakat pemohon Perpanjangan SIM C menuntut  untuk mendapatkan 

pelayanan yang mudah dan efisien. Satpas Kota Malang sebagai instansi memiliki 

tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melayani 

masyarakat dengan baik. Selain itu, peningkatan pelayanan pada perpanjangan 

SIM juga dipengaruhi oleh pelayanan petugas Satpas Kota Malang. 

Seperti menurut salah satu masyarakat yang membuat perpanjangan SIM 

C di Satpas Kota Malang. Menurut salah satu informan yang bernama Kale, 

terdapat beberapa kekurangan dalam pelayanan SIM seperti Pelayanan yang tidak 

efektif seperti dilempar-lemparkan ke petugas satu ke petugas lainnya, sehingga 

waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus perpanjangan SIM C menjadi 

lama. Dengan demikian kualitas pelayanan pada Satpas Kota Malang sangatlah 

penting untuk menunjang kelancaran dalam perpanjangan SIM. Adanya pelayanan 

yang baik dan efisien dapat mewujudkan keinginan dan harapan masyarakat. 
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Berdasarkan gambaran latar belakang permasalahan diatas, maka akan 

dilakukan penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Dalam Perpanjangan 

Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor (C) Terhadap Kepuasan Masyarakat 

di Satuan Penyelenggaraan Administrasi Surat Izin Mengemudi Kota Malang”. 

Dari penelitian ini diharapkan kualitas pelayanan pengurusan SIM di Satpas Kota 

Malang sudah berorientasi pada kepuasan pengguna jasa dengan tidak 

meninggalkan dimensi kualitas pelayanan.  

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang serta uraian permasalahan di atas dapat ditarik 

sebuah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana kualitas pelayanan dalam perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi kendaraan bermotor (C) terhadap kepuasan masyarakat Di 

Satpas Kota Malang? 

2. Bagaimana upaya Satpas Kota Malang meningkatkan kupuasan 

masyarakat dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor 

(C) Di Satpas Kota Malang? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan dalam 

perpanjangan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (C) terhadap 

kepuasan masyarakat Di Satpas Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah penelitian 

maka dapat ditetapkan tujuan penelitian : 

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisisi kualitas 

pelayanan dalam perpanjangan Surat Izin Mengemudi kendaraan 

bermotor (C) terhadap kepuasan masyarakat Di Satpas Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisisi upaya Satpas 

Kota Malang meningkatkan kupuasan masyarakat dalam pelayanan Surat 

Izin Mengemudi kendaraan bermotor (C) Di Satpas Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung 

dan penghambat kualitas pelayanan dalam perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi kendaraan bermotor (C) terhadap kepuasan masyarakat Di 

Satpas Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan pada penelitian ialah agar dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

sebuah karya yang dapat dijadikan referensi dalam memperkaya keilmuwan 

Administrasi Publik yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan Surat Izin 
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Mengemudi (SIM) pada Satpas Kota Malang dan dapat dijadikan sebagai 

inspirasi akademisi lain untuk melakukan penelitian dalam topik yang sama, 

atau topik-topik diferensiasinya, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi 

masyarakat pemohon SIM C. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Satpas Kota Malang 

Memberikan saran sebagai masukan bagi pihak-pihak 

berkepentingan seperti Kepolisian untuk mengetahui kualitas pelayanan 

perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C. Berdasarkan tingkat 

kepuasan Masyarakat atau pada unit Satpas Kota Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam pengurusan SIM 

mengerti hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan : 

Pada bab ini membahas tentang konteks penelitian yang berisi alasan dari 

penyusun mengambil penelitian ini, fokus penelitian berisikan pertanyaan-

pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian 

adalah sesuatu yang dicapai dari sebuah penelitian. 
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Bab II Kajian Pustaka  

Dalam bab ini berisi tentang persepsi, pelayanan publik, kualitas pelayanan, 

kepuasan masyarakat, Surat Izin Mengemudi (SIM), Perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi C. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan 

lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, 

teknik analisis data, keabsahan data. 

Bab IV Pembahasan 

Dalam bab ini berisi gambaran umum daerah penelitian, analisis data, serta 

hasil pembahasan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup ini berisikan kesimpulan yang dipaparkan penyusun secara 

keseluruhan dan saran-saran serta kemudian diakhiri dengan daftar pustaka 

sebagai rujukan penyusun skripsi. 
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BAB VII 

PENUTUP 

6.1 Keìsimpulan  

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian meìngeìnai Kualitas Peìlayanan Dalam 

Peìrpanjangan Surat Izin Meìngeìmudi Keìndaraan Beìrmotor (C) Teìrhadap Keìpuasan 

Masyarakat di Satuan Peìnyeìleìnggaraan Administrasi Surat Izin Meìngeìmudi Kota 

Malang, dapat disimpulkan bahwa kualitas peìlayanan yang dibeìrikan Satpas Kota 

Malang meìmiliki peìngaruh signifikan teìrhadap tingkat keìpuasan masyarakat, 

namun masih dihadapkan pada beìbeìrapa keìndala yang peìrlu dibeìnahi. 

Peìrtama, kualitas peìlayanan yang meìncakup aspeìk bukti langsung 

(tangibleìs) Dari seìgi bukti fisik, fasilitas yang teìrseìdia di Satpas Kota Malang 

cukup leìngkap dan beìrsih, mulai dari ruang tunggu, toileìt, lokeìt peìlayanan, hingga 

areìa uji praktik. Peìneìrapan teìknologi seìpeìrti antreìan digital dan peìndaftaran onlineì 

juga meìnjadi poin plus. Namun, keìteìrbatasan ruang saat antrian meìmbludak dan 

kurangnya peìnyeìbaran informasi visual meìngeìnai alur peìlayanan masih meìnjadi 

keìleìmahan. Oleìh seìbab itu, peìngeìmbangan infrastruktur peìlayanan seìrta 

peìmanfaatan meìdia informasi harus teìrus ditingkatkan agar masyarakat meìrasa 

leìbih nyaman dan teìrbantu seìlama proseìs peìlayanan. 

Keìdua, Keìhandalan (Reìliability) Keìandalan peìlayanan di Satpas Kota 

Malang dapat dikatakan cukup baik. Peìtugas mampu meìmbeìrikan peìlayanan 
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seìsuai deìngan proseìdur dan jadwal yang teìlah diteìtapkan. Masyarakat umumnya 

meìndapatkan peìlayanan yang konsisteìn, teìrutama dalam proseìs veìrifikasi data dan 

peìngambilan SIM. Namun, pada waktu-waktu teìrteìntu keìtika teìrjadi lonjakan 

jumlah peìmohon, keìandalan peìlayanan seìdikit meìnurun akibat keìteìrbatasan SDM 

dan fasilitas, seìhingga meìnyeìbabkan peìnumpukan antrian. Hal ini meìnunjukkan 

bahwa keìandalan dapat teìrus ditingkatkan meìlalui peìnyeìsuaian kapasitas 

opeìrasional deìngan volumeì peìmohon. 

Keìtiga, Daya Tanggap (Reìsponsiveìneìss) Peìtugas di Satpas meìnunjukkan 

sikap yang reìsponsif teìrhadap peìrtanyaan dan keìbutuhan masyarakat. Meìreìka 

ceìpat dalam meìnanggapi keìluhan seìrta sigap dalam meìmbeìrikan bantuan, 

teìrmasuk dalam meìngarahkan peìmohon yang beìlum meìmahami proseìdur. 

Reìsponsivitas ini juga teìrlihat dari adanya layanan beìrbasis digital seìpeìrti 

WhatsApp Bot Simpati, yang meìmbeìrikan akseìs ceìpat teìrhadap informasi. 

Meìskipun deìmikian, keìteìrbatasan dalam meìnyeìbarluaskan informasi layanan 

keìpada masyarakat luas meìnjadi catatan peìnting agar daya tanggap tidak hanya 

seìbatas reìaktif, teìtapi juga proaktif. 

Keìeìmpat, Jaminan (Assuranceì) dari aspeìk jaminan, peìtugas meìnunjukkan 

profeìsionalismeì yang baik meìlalui keìteìrampilan, keìramahan, seìrta keìjeìlasan 

informasi yang disampaikan. Hal ini dipeìrkuat deìngan partisipasi aktif meìreìka 

dalam beìrbagai peìlatihan peìningkatan kualitas keìrja. Keìbeìradaan seìrtifikat 

peìlatihan meìnjadi bukti bahwa peìtugas meìmiliki kompeìteìnsi dalam meìmbeìrikan 
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rasa aman dan keìpeìrcayaan keìpada peìmohon. Namun, tantangan teìtap muncul 

keìtika ada praktik calo, yang meìrusak citra jaminan atas keìadilan dan transparansi 

peìlayanan. Oleìh kareìna itu, peìnguatan peìngawasan dan peìngeìndalian inteìrnal 

peìrlu leìbih ditingkatkan. 

Keìlima, Bukti Fisik (Tangibleìs), dari seìgi bukti fisik, fasilitas yang teìrseìdia 

di Satpas Kota Malang cukup leìngkap dan beìrsih, mulai dari ruang tunggu, toileìt, 

lokeìt peìlayanan, hingga areìa uji praktik. Peìneìrapan teìknologi seìpeìrti antreìan 

digital dan peìndaftaran onlineì juga meìnjadi poin plus. Namun, keìteìrbatasan ruang 

saat antrian meìmbludak dan kurangnya peìnyeìbaran informasi visual meìngeìnai alur 

peìlayanan masih meìnjadi keìleìmahan. Oleìh seìbab itu, peìngeìmbangan infrastruktur 

peìlayanan seìrta peìmanfaatan meìdia informasi harus teìrus ditingkatkan agar 

masyarakat meìrasa leìbih nyaman dan teìrbantu seìlama proseìs peìlayanan. 

Keìmudian, dari sudut pandang teìori keìpuasan masyarakat Kotleìr dan Keìlleìr 

dalam (Hasan, 2020:90-91), peìlayanan yang dibeìrikan oleìh Satpas Kota Malang 

teìlah meìnceìrminkan prinsip-prinsip peìlayanan publik yang baik seìbagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 te ìntang Peìlayanan Publik. Hal 

ini dibuktikan deìngan beìbeìrapa indikator beìrikut:   

Peìrtama, Sisteìm keìluhan dan saran (suggeìstion and reìcommeìndeìd). Yang 

mana sisteìm keìluhan dan saran yang diteìrapkan oleìh Satpas Kota Malang teìlah 

dijalankan seìcara teìrbuka dan teìrinteìgrasi meìlalui beìrbagai saluran, seìpeìrti kotak 
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saran di areìa peìlayanan, call ceìnteìr, WA Bot Simpati, seìrta meìdia sosial reìsmi 

seìpeìrti Instagram dan Faceìbook. Masyarakat dapat deìngan mudah meìnyampaikan 

aduan seìcara langsung maupun onlineì, teìrmasuk meìlalui jalur aduan keì Polreìs jika 

diteìmukan dugaan peìnyimpangan. Seìtiap keìluhan yang masuk dicatat, 

didisposisikan keìpada peìtugas yang beìrtanggung jawab, dan ditindaklanjuti seìsuai 

tingkat urgeìnsinya—baik seìcara langsung maupun meìlalui eìvaluasi inteìrnal. 

Proseìdur ini meìnunjukkan bahwa Satpas Kota Malang tidak hanya meìnyeìdiakan 

akseìs peìngaduan yang jeìlas dan mudah dijangkau, teìtapi juga meìnunjukkan 

komitmeìn teìrhadap transparansi, akuntabilitas, seìrta peìningkatan kualitas 

peìlayanan seìcara beìrkeìlanjutan guna meìmbangun keìpeìrcayaan dan keìpuasan 

masyarakat. 

Keìdua, surveìi peìriodik meìnunjukkan bahwa Satpas Kota Malang teìlah 

seìcara konsisteìn meìlaksanakan surveìi keìpuasan masyarakat seìbagai sarana 

eìvaluasi dan peìrbaikan layanan. Surveìi dilakukan meìlalui beìrbagai meìtodeì, seìpeìrti 

kueìsioneìr manual, kotak saran, meìdia sosial, dan formulir digital, yang 

meìmungkinkan masyarakat meìmbeìrikan umpan balik seìcara mudah dan beìragam. 

Satpas juga beìkeìrja sama deìngan institusi seìpeìrti Univeìrsitas Muhammadiyah 

Malang, Keìmeìnpan RB, dan Puslitbang Polri dalam peìlaksanaan dan analisis 

surveìi, teìrmasuk peìngukuran Indeìks Keìpuasan Masyarakat (IKM). Hasil surveìi ini 

teìlah digunakan untuk meìlakukan beìrbagai inovasi, seìpeìrti peìrbaikan sisteìm 

antreìan dan peìnguatan layanan informasi publik meìlalui WA Bot Simpati Malang 
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Kota. Deìngan peìneìrapan surveìi peìriodik, Satpas Kota Malang meìnunjukkan 

komitmeìnnya dalam meìmbangun peìlayanan beìrbasis keìbutuhan masyarakat dan 

meìmpeìrkuat akuntabilitas meìlalui eìvaluasi beìrkeìlanjutan. 

Keìtiga, Satpas Kota Malang teìlah meìneìrapkan analisis pralayanan seìcara 

rutin meìlalui eìvaluasi inteìrnal dan surveìi keìpuasan masyarakat guna 

meìngideìntifikasi seìrta meìngatasi hambatan peìlayanan seìjak dini. Evaluasi ini 

meìncakup keìsiapan peìtugas, keìlancaran proseìdur, keìteìrseìdiaan fasilitas, dan 

eìfeìktivitas informasi. Hasilnya meìndorong peìrbaikan nyata seìpeìrti optimalisasi 

sisteìm antreìan onlineì dan peìngeìmbangan WA Bot Simpati, yang seìcara 

keìseìluruhan meìningkatkan eìfisieìnsi, transparansi, dan kualitas peìlayanan keìpada 

masyarakat. 

Adapun faktor peìndukung dan  faktor peìnghambat dalam peìlaksanaan 

peìlayanan yang masih meìnjadi catatan pe ìnting. Faktor peìndukung teìrdiri dari : 

keìsadaran masyarakat akan peìntinya SIM, Fasilitas yang meìmadai, dan kualitas 

sumbeìr daya Satpas yang meìmpuni. Seìdangkan faktor peìnghambatnya ialah 

kondisi antrian yang kurang kondusif, yang meìnyeìbabkan lamanya waktu tunggu 

dan keìtidaknyamanan bagi masyarakat. Kondisi ini dipeìrparah deìngan adanya 

praktik peìrcaloan, yang muncul akibat ke ìtidakeìfisieìnan sisteìm peìlayanan seìrta 

reìndahnya keìsadaran hukum seìbagian masyarakat. Keìbeìradaan calo tidak hanya 

meìnurunkan keìpeìrcayaan teìrhadap instansi publik, teìtapi juga beìrteìntangan 

deìngan prinsip keìadilan, eìfisieìnsi, dan transparansi dalam peìlayanan seìbagaimana 
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diatur dalam Peìrmeìnpan-RB No. 15 Tahun 2014 dan asas peìlayanan dalam UU 

Peìlayanan Publik. 

Deìngan deìmikian, dapat disimpulkan bahwa meìskipun Satpas Kota Malang 

teìlah beìrupaya meìlakukan peìningkatan kualitas peìlayanan, seìrta keìbeìrhasilan 

peìlayanan yang beìrorieìntasi pada keìpuasan masyarakat masih meìmeìrlukan upaya 

beìrkeìlanjutan, teìrutama dalam peìmbeìnahan sisteìm antrian, eìdukasi publik, dan 

peìmbeìrantasan praktik peìrcaloan. Peìlayanan yang beìrkualitas dan beìrinteìgritas 

hanya dapat teìrwujud apabila seìmua eìleìmeìn baik peìnyeìleìnggara maupun 

peìngguna layanan beìrpartisipasi aktif dalam meìnciptakan eìkosisteìm peìlayanan 

publik yang adil, transparan, dan akuntabeìl. 

6.2 Saran 

Beìrangkat dari keìsimpulan diatas, maka peìnulis meìmbeìrikan saran untuk 

meìningkatkan Kualitas Peìlayanan Dalam Peìrpanjangan Surat Izin Meìngeìmudi 

Keìndaraan Beìrmotor (C) Dalam Keìpuasan Masyarakat di Satuan Peìnyeìleìnggaraan 

Administrasi Surat Izin Meìngeìmudi Kota Malang seìbagai beìrikut :  

1. Peìrlu adanya  digitalisasi layanan dan antreìan teìrinteìgrasi agar pross layanan 

meìnjadi praktis seìhingga tidak meìmeìrlukan waktu yang lama, digitalisasi 

layanan dan antreìan yang teìrinteìgrasi dapat dilakukan deìngan adanya aplikasi 

mobileì dan layar seìntuh di teìmpat peìlayanan  (anjungan antreìan) yang akan 

beìrmanfaat untuk meìminimalisir peìnumpukan antreìan yang meìmbludak seìrta 
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meìmangkas waktu antran agar leìbih meìmiliki waktu tunggu yang singkat 

keìmudian juga dapat meìningkatkan transparansi dan keìpastian. 

2. Peìrlu adanya Oneì Stop Seìrviceì (Peìlayanan Satu Pintu) , yang beìrguna untuk 

peìnataan ulang alur peìlayanan meìlalui sisteìm peìlayanan satu pintu, se ìhingga 

peìmohon SIM tidak lagi harus beìrpindah-pindah antar meìja atau bagian. 

Deìngan peìlatihan khusus, peìtugas peìlayanan dapat dibeìrikan keìmampuan 

untuk meìnangani seìluruh tahapan peìrpanjangan SIM, mulai dari peìndaftaran, 

veìrifikasi, hingga peìnceìtakan. Hal ini akan meìmpeìrsingkat waktu peìlayanan 

seìrta meìnciptakan peìngalaman peìlayanan yang leìbih eìfisieìn dan nyaman. 

3. Peìrlu adanya peìnyeìdiaan pojok eìdukasi dan peìndampingan bagi keìlompok 

reìntan, Bagi peìmohon yang meìmiliki keìteìrbatasan, seìpeìrti buta huruf, lansia, 

atau masyarakat beìrpeìndidikan reìndah, peìnting untuk meìnyeìdiakan fasilitas 

pojok eìdukasi SIM yang meìmuat informasi visual dan simulasi seìdeìrhana 

meìngeìnai proseìdur peìrpanjangan SIM. Seìlain itu, peìneìmpatan peìndamping 

atau reìlawan yang meìmbantu proseìs peìngurusan dapat meìnjadi solusi agar 

seìluruh lapisan masyarakat dapat meìngakseìs layanan deìngan baik dan seìtara. 

4. Peìrlu adanya  peìningkatan eìvaluasi layanan meìlalui sisteìm umpan balik 

langsung, Satpas disarankan untuk meìnyeìdiakan peìrangkat tableìt atau form 

digital di areìa keìluar kantor untuk meìmungkinkan masyarakat meìmbeìrikan 

umpan balik langsung teìrkait kualitas peìlayanan yang diteìrima. Evaluasi ini 

akan meìmbantu pihak instansi meìngeìtahui areìa yang masih peìrlu ditingkatkan 

seìrta meìmicu budaya keìrja yang adaptif teìrhadap masukan masyarakat. 
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